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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan standar 

akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan  terhadap 

akuntabilitas kinerja pegawai pada inspektorat daerah kabupaten kupang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif antara penerapan standar akuntansi sektor publik 

dengan akuntabilitas kinerja pegawai  oleh karna itu standar akuntansi sektor 

publik  pada Kantor inspektorat daerah kabupaten kupang tergolong dalam 

kategori baik. 

2. Terdapat pengaruh positif antara kualitas laporan keuangan dengan 

akuntabilitas kinerja  oleh karena itu kualitas laporan keuangan pada Kantor 

inspektorat daerah kabupaten kupang tergolong dalam kategori baik. 

1.2 Implikasi Teoritis 

Menurut Ausaid (2015: 20) dalam Widiya (2019) menyatakan pengertian 

akuntabilitas merupakan instrumen yang menunjukan apakah prinsip-prinsip 

pemerintahan, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan dan kesamaan hak 

dihadapan hukum telah dihargai atau tidak. Akuntabilitas adalah hal yang sangat 

penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektivitas, reliabilitas, dan 



 

 

59 

prediktibilitas dari administrasi publik. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi 

kongkret dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang 

sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. 

Akuntabilitas berkaitan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk 

membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para 

pegawai sipil dan otoritas publik.   

Adapun Menurut Pamungkas (2012), penerapan akuntansi sektor publik 

memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dalam hal prnyajian informasi mengenai tujuan, fungsi, dan objek 

pengeluaran  Sektor publik memiliki pengertian yang beragam dikarenakan dari 

luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, 

dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut 

pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang 

aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan 

pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.  

Menurut Wiratna (2015) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan 

sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan 

melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan 

suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk 

pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di 

lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. 

Bastian (2013 :9) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir 

dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk 
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pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sementara 

menurut Mahmudi (2013: 143) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan 

output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi 

pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasr 

pembuat keputusan. 

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 

keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan 

pemerintah yang berguna (useful) memiliki makna laporan keuangan tersebut 

memuat isi informasi (information content).laporan keuangan akan berguna 

(useful) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif (Suhardjo, 

2013: 97). 

 

1.3 Implikasi Terapan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan sarans ebagai 

berikut: 

a. Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang agar lebih meningkatkan penerapan 

standar akuntansi sektor publik  karena berpengaruh positif pada 

akuntabilitas kinerja karyawan pemerintah 

b. Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang agar mempertahankan kualitas 

laporan keuangan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja karyawan pemerintah daerah. 

 


